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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 
Hasil Penelitian


Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner. 
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4.1.2 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying


Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.


Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.


Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “Deinspetie van Vinancian”, yang kemudian diganti dengan nama  “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama  tersebut diubah menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekaarng Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.


Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

2. Kelompok Non- Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.


Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.


Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur 

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah 

3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat


Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114

2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong  No.372

3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116

4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574

5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21

6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

4.1.3 Struktur Organisasi & Uraian Pekerjaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying


Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Subbagian Umum.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

5. Seksi Pelayanan.

6. Seksi Penagihan.

7. Seksi Pemeriksaan.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.


Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan,  Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan,  dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah jawa barat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, 
keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,    kepegawaian 
dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan 
dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan  pengolahan  surat pemberitahuan,  serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.
7. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8.   Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.
Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
9.   Seksi Ekstensifikasi 
Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan. 

4.1.4 Aspek-Aspek Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, memberikan pelayanan publik dengan baik  kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur  yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 
Karakteristik Responden

Data responden yang seharusnya dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 51 responden. Untuk mendapatkan data yang obyektif maka untuk variabel Y yaitu kepatuhan quesioner diberikan kepada fiskus untuk dijawab berdasarkan data yang ada di dalam data base KPP mengenai Wajib Pajak yang bersangkutan. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut: 
1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pria
	40
	80%

	Wanita
	11
	20%

	Jumlah
	51
	100%


     
      Sumber: Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Petugas Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 80%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 20%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. 

2. Profil Responden Berdasarkan Usia


Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia
	Usia
	Jumlah Responden
	Presentase %

	<30 Tahun
	15
	30%

	31-40 Tahun
	25
	50%

	41-50 Tahun
	11
	20%

	51-60 Tahun
	0
	0%

	Diatas 60 Tahun
	0
	0%

	Jumlah
	51
	100 %


     Sumber: Data primer yang telah diolah



Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 30%, 31-40 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 50%, 41-50 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 20%, 51-60 tahun sebesar 0 orang atau sebesar 0%, Diatas 60 tahun  berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SMPatau sederajat
	0
	0%

	SMA atau sederajat
	0
	0%

	Akademi
	10
	20%

	Strata 1 (S1)
	10
	20%

	Strata 2 (S2)
	31
	60%

	Jumlah
	51
	100%


       Sumber:Data primer yang telah dolah,2008

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir Akademi (D3) sebanyak 20%responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 20%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 60%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 2 (S2). 
4.2      Pembahasan
Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 24 pertanyaan dengan perincian 12 pertanyaan mengena pemeriksaan rutin dan 12 pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak badan.
Jumlah responden dalam penelitian ini 51 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Untuk menguji peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan digunakan analisis regressi linier sederhana.
Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner dan skunder.
4.2.1 Analisis Deskriptif (Kualitatif)
Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu pemeriksaan rutin serta kepatuhan wajib pajak badan Pada KPP Bandung Cibeunying. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 51 orang  responden yang merupakan wajib pajak badan pada KPP Cibeunying, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap tahapan pemeriksana rutin dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal  menggunakan rumus sebagai berikut:
    Skor aktual

% skor aktual = 
X  100%

                             Skor ideal 

Keterangan :

a.  Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.

b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.4

Kriteria Persentase Tanggapan Responden
	No.
	% Jumlah Skor
	Kriteria

	1
	20.00% – 36.00%
	Tidak Baik

	2
	36.01% – 52.00%
	Kurang Baik

	3
	52.01% – 68.00%
	Cukup

	4
	68.01% – 84.00%
	Baik

	5
	84.01% – 100%
	Sangat Baik


Sumber: Umi Narimawati, 2007:85

4.2.1.1  Pemeriksaan Rutin Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 
 Sebanyak 12 butir pernyataan mengenai pemeriksaan rutin diajukan  kepada responden untuk menilai bagaimana penerapan pemeriksaan rutin  di kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying. Kuesioner terdiri dari 3 indikator, yaitu  kriteria pemeriksaan rutin, persiapan pemeriksaan rutin serta pelaksanaan pemeriksaan.
A) Kriteria Pemerksaan Rutin
Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kriteria Pemeriksaan Rutin
	No
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Kriteria apa yang menunjukkan Wajib Pajak harus dilakukan pemeriksaan rutin
	f
	0
	2
	4
	13
	32
	228

	
	
	%
	0,00
	3,92
	7,84
	25,49
	62,75
	

	2
	WP  yang melakukan kegiatan membangun sendiri, sehingga harus dilakukan pemeriksaan
	f
	9
	0
	18
	12
	12
	171

	
	
	%
	17,65
	0,00
	35,29
	23,53
	23,53
	

	3
	Waktu menentukan WP yang akan diperiksa dari daftar norminatif
	f
	3
	1
	1
	12
	34
	226

	
	
	%
	5,88
	1,96
	1,96
	23,53
	66,67
	

	
	Total
	f
	12
	3
	23
	37
	78
	625

	
	
	%
	7,84
	1,96
	15,03
	24,18
	50,98
	

	Persentase Total SkorTanggapan Responden = 81,70%


Sumber: Data primer yang telah diolah, Juni 2009
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Kriteria yang digunakan kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying dalam pemeriksaan rutin sudah jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden (81,70%) termasuk dalam kriteria baik. Kriteria yang menunjukkan Wajib Pajak harus dilakukan pemeriksaan rutin adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi tidak lebih bayar, dan  WP melakukan merger. Wajib Pajak  yang melakukan kegiatan membangun diri sendiri, dilakukan pemeriksaan, waktu menentukan WP yang akan diperiksa dari daftar norminatif setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
B) Persiapan Pemeriksaan Rutin
Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Persiapan Pemeriksaan Rutin
	No
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	4
	Hal yang dilakukan terhadap berkas/data wajib pajak sebelum melakukan pemeriksaan
	F
	0
	0
	1
	7
	43
	246

	
	
	%
	0,00
	0,00
	1,96
	13,73
	84,31
	

	5
	Cara memperlakukan data ekstern Wajib Pajak yang akan diperiksa
	F
	0
	0
	0
	10
	41
	245

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	19,61
	80,39
	

	
	Total
	F
	0
	0
	1
	17
	84
	491

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,98
	16,67
	82,35
	

	Persentase Total SkorTanggapan Responden = 96,27%


Sumber: Data primer yang telah diolah, Juni 2009
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Persiapan yang dilakukan kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying dalam pemerisaan rutin sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (96,27%) masuk kategori sangat baik. Berkas/data wajib pajak dipelajari sebelum melakukan pemeriksaan dana data ekstern Wajib Pajak yang akan diperiksa dianalisa  dan di cross check data dengan data intern.
C) Pelaksanaan Pemeriksaan
Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan
	No
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	6
	Wewenang yang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan
	f
	3
	2
	1
	8
	37
	227

	
	
	%
	5,88
	3,92
	1,96
	15,69
	72,55
	

	7
	Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan, WP yang bersangkuatan berada ditempat
	f
	0
	3
	1
	3
	44
	241

	
	
	%
	0,00
	5,88
	1,96
	5,88
	86,27
	

	8
	yang akan lakukan pada saat mendatangi WP yang akan diperiksa
	f
	3
	0
	0
	8
	40
	235

	
	
	%
	5,88
	0,00
	0,00
	15,69
	78,43
	

	9
	jika dalam perusahaan yang akan  diperiksa memiliki Sistem pengandalian Intern yang baik
	f
	0
	0
	2
	9
	40
	242

	
	
	%
	0,00
	0,00
	3,92
	17,65
	78,43
	

	10
	yang harus dilakukan untuk memastikan kebenaran angka pada Laporan Keuangan WP
	f
	0
	2
	17
	12
	20
	203

	
	
	%
	0,00
	3,92
	33,33
	23,53
	39,22
	

	11
	yang harus dilakukan pemeriksa setelah pemeriksaan selesai
	f
	0
	1
	4
	5
	41
	239

	
	
	%
	0,00
	1,96
	7,84
	9,80
	80,39
	

	12
	Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan
	f
	1
	0
	1
	2
	47
	247

	
	
	%
	1,96
	0,00
	1,96
	3,92
	92,16
	

	
	Total
	f
	7
	8
	26
	47
	269
	1634

	
	
	%
	1,96
	2,24
	7,28
	13,17
	75,35
	

	Persentase Total SkorTanggapan Responden = 91,54%


Sumber: Data primer yang telah diolah, Juni 2009
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Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying sudah termasuk sangat baik, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden (91,54%) yang termasuk dalam kriteria baik. Wewenang yang dimiliki pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan yaitu memeriksa & meminjam buku-buku, mendapat keterangan lisan/tertulis dari WP, serta melakukan penyegelan tempat dan meminta keterangan/ data yang diperlukan. jika dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak bersangkutan tidak berada ditempat pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan diwakili oleh pihak yang mempunyai wewenang mewakili Wajib Pajak.
Jika dalam perusahaan yang akan  diperiksa tidak memiliki Sistem pengandalian Intern yang baik, informasi yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipercaya dan tidak realible. Untuk memastikan kebenaran angka pada Laporan Keuangan WP dilakukan cross check data pada bank, hutang pada Supplier dan Piutang pada costumer WP. setelah pemeriksaan selesai memberitahukan hasil pemeriksaan dan melakukan pembahasan tahap akhir, teknik yang digunakan dalam pemeriksaan adalah evaluasi, analisis, Rekonsiliasi fiskal, mengecek data dan konfirmasi.

Ringkasan Data Tanggapan Responden


Pemeriksaan rutin  pada KPP Bandung Cibeunying diukur menggunakan tiga indikator yaitu kriteria pemeriksaan rutin, persiapan pemeriksaan rutin serta pelaksanaan pemeriksaan. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai pemeriksaan rutin di kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.
Tabel 4.8
Rekapitulasi Persentase Total  Skor Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Rutin 

	
	Indikator
	Skor
	Skor
	% Skor
	Kriteria

	
	
	Aktual
	Ideal
	Aktual
	

	1
	Kriteri pemeriksaan rutin
	625
	765
	81,70%
	Baik

	2
	Persiapan pemeriksaan rutin
	491
	510
	96,27%
	Sangat Baik

	3
	Pelaksanaan pemeriksaan
	1634
	1785
	91,54%
	Sangat Baik

	
	Total
	2750
	3060
	89,87%
	Sangat Baik


Sumber: Tabel 4.5 – 4.7
Perhitungan:

Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Presentase Skor Aktual= skor aktual/skor ideal*100

Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk kriteria pemeriksaan rutin, persiapan pemeriksaan dan  pelaksanaan pemeriksaan memiliki total skor aktual sebesar  2750 sedangkan total skor ideal yaitu sebesar 3060. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui  besarnya presentase skor aktual yaitu 89,8%.

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying sudah termasuk sangat baik. Artinya kriteria pemeriksaan rutin yang digunakan di kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying sudah jelas, persiapan pemeriksaan rutin sudah direncanakan dengan sangat baik serta pelaksanaan pemeriksaan yang sangat baik.
4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 
Sebanyak 12 butir pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak badan diajukan  kepada responden untuk menilai bagaimana kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Kuesioner terdiri dari 2 indikator, yaitu aspek formal dan aspek material.
A) Aspek Formal
Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Aspek Formal
	No
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	13
	Kapan Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan nya
	f
	0
	0
	28
	9
	14
	190

	
	
	%
	0,00
	0,00
	54,90
	17,65
	27,45
	

	14
	Sebelum menyampaikan SPT, apa yang harus dilakukan WP terlebih dahulu?
	f
	10
	1
	12
	5
	23
	183

	
	
	%
	19,61
	1,96
	23,53
	9,80
	45,10
	

	15
	Kapankah Wp yang patuh harus membayar pajak terutang
	f
	0
	1
	0
	7
	43
	245

	
	
	%
	0,00
	1,96
	0,00
	13,73
	84,31
	

	16
	Bagaimanakah cara WP patuh membayar pajak terutang
	f
	0
	0
	0
	1
	50
	254

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	1,96
	98,04
	

	17
	Kapankah WP harus  melaporkan pajak
	f
	0
	2
	1
	1
	47
	246

	
	
	%
	0,00
	3,92
	1,96
	1,96
	92,16
	

	18
	Bagaimanakah cara WP dalam melaporkan pajak
	f
	0
	0
	7
	4
	40
	237

	
	
	%
	0,00
	0,00
	13,73
	7,84
	78,43
	

	
	Total
	f
	10
	4
	48
	27
	217
	1355

	
	
	%
	3,27
	1,31
	15,69
	8,82
	70,92
	

	Persentase Total SkorTanggapan Responden = 88,56%


Sumber: Data primer yang telah diolah, Juni 2009
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Kepatuhan wajib pajak di pada KPP Bandung Cibeunying  ditinjau dari aspek formal sudah termasuk sangat tinggi, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden (88,56%) yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Sebelum menyampaikan SPT, wajib pajak terlebih dahulu menyetorkan pajak dengan menggunakan surat setoran pajak. Wajib pajak yang patuh membayar pajak terutang sebelum tanggal jatuh tempo dengan membayar sendiri pajak terutang ke bank persepsi. Untuk melaporkan pajak, sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo penyetoran pajak dengan cara yang diajurkan melaporkan SPT sendiri pajak ke KPP.
B) Aspek Material
Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Aspek Material
	No
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	19
	Kriteria yang menunjukan Wajib Pajak patuh secara material
	f
	0
	1
	0
	14
	36
	238

	
	
	%
	0,00
	1,96
	0,00
	27,45
	70,59
	

	20
	Bagaimana WP yang patuh menghitung pajak yang harus dibayarnya
	f
	0
	0
	0
	4
	47
	251

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	7,84
	92,16
	

	21
	Bagaimana cara WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
	f
	0
	0
	0
	3
	48
	252

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	5,88
	94,12
	

	22
	Mengapa tidak semua WP dianggap patuh dalam membayar pajak
	f
	1
	0
	3
	3
	44
	242

	
	
	%
	1,96
	0,00
	5,88
	5,88
	86,27
	

	23
	Mengapa dalam pembayaran pajak membutuhkan kepatuhan dari WP
	f
	1
	0
	2
	7
	41
	240

	
	
	%
	1,96
	0,00
	3,92
	13,73
	80,39
	

	24
	Mengapa WP yang memiliki predikat pembayar pajak dalam jumlah besar, belum tentu masuk kategori WP patuh
	f
	0
	0
	9
	3
	39
	234

	
	
	%
	0,00
	0,00
	17,65
	5,88
	76,47
	

	
	Total
	f
	2
	1
	14
	34
	255
	1457

	
	
	%
	0,65
	0,33
	4,58
	11,11
	83,33
	

	Persentase Total SkorTanggapan Responden = 95,23%


Sumber: Data primer yang telah diolah, Juni 2009
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Kepatuhan wajib pajak di pada KPP Bandung Cibeunying  ditinjau dari aspek materil sudah termasuk sangat tinggi, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden (95,23%) yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Kriteria yang menunjukan Wajib Pajak patuh secara material adalah mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 
WP yang patuh menghitung pajak yang harus dibayarnya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan menggunakan rumus yang telah ditetapkan (DPP x Tarif). Wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan UU dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku,  dalam pembayaran pajak membutuhkan kepatuhan dari WP karena banyaknya WP yang melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan dan kelalaian dalam membayar pajak. WP yang memiliki predikat pembayar pajak dalam jumlah besar belum tentu masuk kategori patuh jika memilliki tunggakan dan terlambat dalam menyetorkan pajak.
Ringkasan Data Tanggapan Responden


Variabel kepatuhan wajib pajak badan (X) pada KPP Bandung Cibeunying diukur menggunakan dua indikator yaitu aspek formal dan aspek maerial. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.
Tabel 4.11
Rekapitulasi Persentase Total  Skor Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Bandung Cibeunying

	
	Indikator
	Skor
	Skor
	% Skor
	Kriteria

	
	
	Aktual
	Ideal
	Aktual
	

	1
	Aspek Formal
	1355
	1530
	88,56%
	Baik

	2
	Aspek Material
	1457
	1530
	95,23%
	Memadai

	
	Total
	2812
	3060
	91,90%
	Baik


Sumber: Tabel 4.9 – 4.10
Perhitungan:

Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying sudah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya ditinjau dari aspek formal maupun material kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak Bandung Cibeunying sudah tinggi.
4.2.2 Analisis Kuantitatif Peranan Pemeriksaan Rutin  Dalam Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Bandung Cibeunying

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan  dengan melakukan uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya peranan pemeriksaan rutin  dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (method of successive interval).
a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regressi digunakan untuk mencari dan menguji peranan pemeriksaan rutin  (X) dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan(Y) pada KPP Bandung Cibeunying, dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan diformulasikan sebagai berikut:

Y = a + b X 
Dimana : Y :  Kepatuhan wajib pajak badan


    X : pemeriksaan rutin 

a : Konstanta

b : Koefisien variabel X

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh output regresi peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib apajak badan. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi
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Sumber : Data primer yang telah diolah, Juni 2009

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0,817 + 0,698 X

Dimana : Y =  Kepatuhan wajib pajak badan


    X = pemeriksaan rutin  


Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif,  artinya semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin  akan membuat kepatuhan wajib pajak badan di pada KPP Bandung Cibeunying semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik pelaksanaan pemeriksaan rutin  akan membuat kepatuhan wajib pajak badan di pada KPP Bandung Cibeunying semakin rendah.

Arti dari persamaan dalam bentuk penjelasan secara ekonomis yaitu untuk mengetahui Koefisien regressi pemeriksaan rutin sebesar 0,698 menunjukkan besarnya perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak badan apabila variabel pemeriksaan rutin berubah sebesar satu satuan. Jadi setiap kenaikan pemeriksaan rutin sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,698 atau sebaliknya. Sementara nilai konstanta sebesar 0,817 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol. 
Standar error merupakan nilai penyimpangan dari angka yang di kolom B. Nilai beta sama dengan nilai korelasi, kemudian nilai t adalah statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regressi. Selain menggunakan uji t nilai signifikansi (sig.) juga merupakan statsitik uji yang digunakan uji menguji signifikansi koefisien regressi. Kalau t dibandingkan dengan t tabel, maka nilai signifikansi dibandingkan dengan alpa penelitian yaitu 5% atau 0,05. apabila nilai signifikan <0,05 artinya koefisien regressi yang sedang diuji signifikan, sebaliknya apabilai nilai signifikan > 0,05 artinya koefisien regressi yang sedang diuji tidak signifikan.
b.  Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel X, pemeriksaan rutin  yang diduga memiiki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15 for windows, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.13
Korelasi Antara Variabel X dengan  Variabel Y
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Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara variabel pemeriksaan rutin  dengan kepatuhan wajib pajak badan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,796. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat  antara pemeriksaan rutin  dengan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka 0,796, menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin akan membuat kepatuhan wajib pajak badan tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan pemeriksaan rutin akan membuat kepatuhan wajib pajak badan semakin rendah. 

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut:

Tabel 4.14

Koefisien Determinasi
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Sumber : Data primer yang telah diolah, Juni 2009
Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,796, jadi kedekatan hubungan antara variabel Pemeriksaan Rutin dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,796. Artinya terdapat hubungan yang erat/ kuat  antara Pemeriksaan Rutin dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan  Pemeriksaan Rutin akan diikuti dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang baik. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik Pemeriksaan Rutin akan diikuti  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang kurang baik. 

Selain koefisien korelasi (R), pada tabel diatas juga dapat ditemukan nilai R-square sebesar 0,633 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).


KD = (0,633) x 100% = 63,3%

Koefisien determinasi sebesar 63,3% menunjukkan besarnya peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,7% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan selain dari pemeriksaan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112).

4.2.3 Uji  Hipotesis


Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Dilakukan pengujian apakah pemeriksaan rutin  benar-benar berperan dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

	Ho: ( = 0
	Pemeriksaan rutin (X) tidak memiliki peranan yang signifikan dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan (Y) pada KPP Bandung Cibeunying

	Ha: ( ( 0
	Pemeriksaan rutin  (X) memiliki peranan yang signifikan dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan(Y) pada KPP Bandung Cibeunying



Melalui hasil pengolahan data pada tabel 4.13 di atas diperoleh nilai thitung variabel pemeriksaan rutin adalah sebesar 9,192. Sedangkan ttabel pada tingkat signifikansi 5% (( = 0,05) dan derajat bebas = 49 (51-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar 2,010. Karena nilai thitung (9,192) lebih besar dari ttabel (2,010), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat peranan yang signifikan dari pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain pemeriksaan rutin berperan signifikan dalam menguji  kepatuhan wajib pajak badan Pada KPP Bandung Cibeunying.
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Gambar 4.1
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4.2.4 Pengujian Asumsi Regressi

Untuk menjamin kesahihan hasil regressi, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari model regressi tersebut tidak bias. Pada regressi linier sederhana ada dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedasitas.
1. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi yang dilihat dari nilai residual.
Tabel 4.15
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
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Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,951, karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari  tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa model regressi yang terbentuk berdistribusi normal. 
2. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).  Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.17 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi  variabel bebas dengan nilai mutlak (absolut) residual.

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
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Dari hasil yang diperoleh seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.16 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), kesimpulan ini dibuat berdasarkan nilai  signifikansi koefisien korelasi variabel bebas  dengan nilai absolut error (0,527) masih lebih besar dari 0.05. 

Karena hasil pengujian pada kedua asumsi regressi tidak terdapat pelanggaran, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis regressi dapat dikatakan sudah valid karena sudah memenuhi syarat BLUE (best linear unbias estimation), sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil regressi dapat dianggap sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
4.2.5  Peranan Pemeriksaan Rutin dalam Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan dinyatakan dengan perhitungan korelasi sebesar 0.796. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat  antara pemeriksaan rutin  dengan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka 0,796, menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin akan membuat kepatuhan wajib pajak badan tinggi. 
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 63,3% menunjukkan besarnya peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,7% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan selain dari pemeriksaan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112).

Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh nilai thitung adalah sebesar 9,192. Sedangkan ttabel pada tingkat signifikansi 5% (( = 0,05) dan derajat bebas = 49 (51-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar 2,010. Karena nilai thitung (9,192) lebih besar dari ttabel (2,010), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat peranan yang signifikan dari pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Bandung Cibeunying. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain pemeriksaan rutin berperan signifikan dalam menguji  kepatuhan wajib pajak badan Pada KPP Bandung Cibeunying.
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeriksaan rutin memiliki peranan dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan. Artinya apabila pelaksanaan pemeriksaan rutin dilakukan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat. Meskipun pengaruhnya tidak dominan, tetapi pemeriksaan rutin dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan
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